
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerab Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
n Tanah Laut, Daerah Tingkat 11Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tabun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerab Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1965 Nomor 51, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali cliubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

babwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 13 Peraturan
Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tabun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun
Anggaran 2024;

Menimbang

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMARA ESA

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2024

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 25 TAHUN2025

TENTANG

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

SALINAN



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diu bah , terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaJa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4028);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Repub\ik Indonesia Nomor 6779);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);
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10. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856}~



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintab Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaba Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173};

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Sarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor799);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213};

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor350);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
120Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
[BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6883);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor63SS};

-5-

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6323);



PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2024.

MEMVTUSKAN:

41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan 8e1anja Daerah Tahun Anggaran
2024 (BeritaDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor
12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor07);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor03);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagairnana te1ahbeberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor3);
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Menetapkan



Rp42.619.692.957,00
2. 8elanja Modal
a) belanja tanah

Rp729.838.937.687,26
Rp709.298.756.154,52

RpO,OO
Rp4.359.106.254,00

Rp73.599.878.139,00
Rp33.049.730.000,OO

Rp1.550.146.408.234,78

b. Belanja
1. belanja operasi
a) belanja pegawai
b) belanja barang
c) belanja subsidi
d) belanja bunga
e) belanja hibah
1) belanja bantuan sosial

jumlah belanja operasi

Rp2.876.477.831.929,71

Rp263. 720.887 .508,71
Rp2.612.756.944.421,00

RpO,OO

Laporan Realisasi Anggaran Tabun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas:
a. pendapatan

1. pendapatan asli Daerah
2. dana transfer
3. lain-lain pendapatan yang sah

jum\ah pendapatan

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam
Laporan Realisasi APBDTahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Pasal 2

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode rabun anggaran yang berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/atau

pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 1
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BAB I
KETENTUAN UMUM



MUHAMMADNOORRIFANI

BUPATITABALONG,

ttd.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Juli 2025

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

BABIll
KETENTUANPENUTUP

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan RealisasiAnggaran.

Pasal5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Rp676.200.601.468,66

Rp560.285.979.792,65
Rp42.695.502.461.00
Rp517.590.477.331,65

Rp20.968.300.000,00
Rp298.031.192.800,OO
Rp318.999.492.800,00

Rp158.610.124.137,01

Rp1.985.000.000,00
Rpl.985.000.000,00

Rp108.040.736.647,00
Rp152.095.305.224,92
Rp537.436.380.223,00

Rp4.355.098.455,00
Rp2.189.593.251.00

Rp846.736.806.757,92

Pasal4

c. Pembiayaan
1. penerimaan daerah
2. pengeluaran daerah

jumlah pembiayaan netto

sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berjalan

4. belanja transfer
a) belanja transfer bagi hasil
b) belanja bantuan keuangan

jumlah belanja transfer

surplus / (defisit)

b) belanja peralatan dan mesin
c) belanja bangunan dan gedung
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan
e) belanja aset tetap lainnya
f) belanja aset lainnya

jumlah belanja modal

3. belanja ta.k terduga
a) belanja ta.k terduga
jumlah belanja tak terduga
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-Salinan Sesuai dengan Aslinya."rf~lP~~A BAGIAN HUKUM,~rf~~A
Q. 1:'\ Ii i'i.

'~ . /NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2025 NOMOR25

HAMIDA MUNAWARAH

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Juli 2025
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